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ABSTRAK

ainal Fanani (2023) : Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah
Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Studi Di Desa Alai, Kecamatan
Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti).

S NINYHw Bﬁj'ﬂ 1eH @

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pengelolaan keuangan
cdesa di Desa Alai yang secara belum sesuai dengan pemberlakuan Peraturan
“Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa sehingga
-fujuan pengelolaan keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat dapat
~terealisasi dengan baik. Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan
Sdua rumusan masaah. Pertama, bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam
pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa di Alai. Kedua, apa saja faktor penghambat Pemerintah Desa dalam
pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa di Alai

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian
lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung
dari wawancara yaitu kepada LPM, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten
Kepulauan Meranti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data
usekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
&Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
“dokumentasi, dan pustaka.
:’-; Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peran Pemerintah Desa
SAlai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti sudah sangat baik
~dalam merealisasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan
SPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
=“Keuangan Desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan,
m;pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, faktor penghambat dalam
Zelaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
cPengelolaan Keuangan Desa adalah karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang
imasih belum mumpuni dan kurang partisipasi dari lembaga desa dalam pengajuan
?nggaran kegiatan sehingga pengelolaan keuangan dalam hal perencanaan
£anggaran membutuhkan waktu yang lama.

ata Kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan, Keuangan Desa

Nery wisey] %IE}(S
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KATA PENGANTAR

//f:?"/a/ e

ssalamu’alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

BRSNS AL ejdiojeH @

akaruniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

B

“dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat
sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap
pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi
Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Epada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini

goenulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril

%[naupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis

S[nengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Zulfin, Ibu Adriani,Abang Nuzul Arifin,

Faizul Amri, Adik, Sofia Zulianita , Ahmad Rifandi, dan Said Ahmadi yang

telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan

skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau

beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

nery uigsey| juredg uejng jo A3r1s194

menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
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Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta
jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.Hi. M.H. Selaku Ketua Jurusan lImu Hukum
beserta Jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan mempermudah
proses penyelesaian skripsi ini

Ibuk Nuraini Sahu, S.H, M.H sebagai pembimbing skripsi | penulis yang telah
memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
Beliau sudah seperti ibunda bagi penulis.

Bapak Rudiadi, S.H, M.H sebagai pembimbing skripsi Il penulis yang telah
memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis

Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi
perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan
satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka

dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini

memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 Januari 2024
Penulis

Zainal Fanani
NIM 11720714791
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan

esa tidak lain untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil,

XS NIN AW ejdiojeH @

—-makmur, dan sejahtera. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

B

Stentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa
adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan

udlihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

BJS] 2}e

=Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntanbel,

n

anrtisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan
(1]

~keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1

‘e

=] . .

ganuarl sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa
(=

ﬁnerupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
=

9] . -

‘gpenatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan
%engelolaan tersebut.

8

=

=

=

! Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.



NVIE VISNS NIN

‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

)

g

(I
0

f
'

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

\ P
HI)

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka

an responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya

an melaporkanya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin

RIIKu epdio ey @

nggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga

engelola pembelanjaan anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Sﬂ%[\“

ahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah

3

esa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Dalam

nejy

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah
semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan

edoman yang telah diatur oleh pemerintah dalam Permendagri No. 20 Tahun

IS1.23e1S

;2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting
cyaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung
=

ﬁawaban. Dengan adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

fPengeIoIaan Keuangan Desa diharapkan agar pengelolaan keuangan desa di Desa

J

ZAlai menjadi semakin baik. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik

=

adiharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik sehingga dapat lebih
b ]

amensejahterakan masyarakat desa.

5

g- Namun jika melihat realita yang terjadi di lapangan terjadi kesenjangan
?antara dassolen dan dassein yakni pengelolaan keuangan desa di Desa Alai,
=

Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan
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AeH O

engan baik sebagaimana yang seharusnya di dalam Peraturan Menteri Dalam

Eilo

egeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini

L B

erlihat misalnya dari kurangnya pemahaman secara komprehensif aparatur

emerintah Desa Alai mengenai pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam

NI

eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
euangan Desa sehingga dalam penerapannya belum konsisten dalam

enggunakan aturan yang berlaku. Selain itu lima poin penting dalam

n%&] e%sn

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban
belum terealisasi secara komprehensif. Hal ini tentu saja menimbulkan
problematik karena seharusnya setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, Pemerintah Desa Alai

S

&seharusnya mampu mengelola keuangan desa sesuai dengan regulasi terkait
(g°]

:’-;sehingga tujuan pengelolaan keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat
8

édapat terealisasi dengan baik.

=

?3 Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait
42]

“gpelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Alai yang secara komprehensif
Zbelum sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
=

=Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

ang mendalam tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Alai

M JugeAs

Zsetelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

ux

ATentang Keuangan Desa untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengelolaan
]

keuangan desa yang dilihat dari peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan
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©
o
c‘:%f)engelolaan keuangan desa di Desa Alai dan faktor penghambat pelaksanaan
(@]
“pengelolaan keuangan desa di Desa Alai secara mendalam dengan judul penelitian
job)
%‘PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH
=
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20
-

ol AHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI DI

=
w

ZDESA ALAlI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KEPULAUAN

A
sMERANTI)”.
=

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang
dibicarakan membatasi permasalahan peneliti ini pada peran Pemerintah Desa
dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa di Alai dan faktor penghambat Pemerintah Desa dalam

9]

Eépelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
éTDesa di Alai.

2(-:. Rumusan Masalah

§' Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis
E

merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Alai
Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti?

Apa saja faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Alai

nery wisgy| jrredg ueyng yo

Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti?
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. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini

ertujuan sebagai berikut:

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai.
b. Mengetahui faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
di Alai.
Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis
1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam
bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) yang berkaitan dengan
pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam memahami
serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperluas
wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan
mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dalam

bidang hukum tata negara.



NVIE VISNS NIN

‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

)

g

(I
0

f
'

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

\ P
HI)

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

nery wisey juredg uejng yo A3IsIdA1U) dIWERLS] 2383

Manfaat Praktis

1. Untuk peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara),
utamanya yang berkaitan pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai.

Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi tentang pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai.

Untuk instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan
untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas
dan tegas, khususnya dalam hal pelaksanaan Permendagri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut

untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan
bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Penulisan diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi teoritis hukum
bagi rekan civitas akademik bagi para penelitian berikutnya tentang
pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa .



memberikan wawasan atau pandangan baru yang berguna bagi

3. Diharapkan ke depannya akan membawa kemanfaatan akademis dengan
pengembangan dan penelitian secara lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
um_._..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_-_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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L

= KAJIAN PUSTAKA

job)

§_A. Kerangka Teoritis

=

c@.  Tinjauan Umum Tentang Desa

-

7)) Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” Bahasa
=

w

Zsansekerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah

esa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai

nejy

dalam masyarakat pulau Jawa Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh
menggunanakan nama gampong atau meunasah, masyarakat Batak menyebutnya
dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun,
atau Marga di Sumatera Selatan.? Dilihat dari ciri-cirinya Desa mempunyai
beberapa ciri-ciri salah satunya adalah sebuah desa pada umumnya berlokasi atau

9]
cterletak di dekat pusat wilayah untuk dapat diolah atau wilayah untuk dapat

(g°]

:’-;dijadikan tempat untuk usaha tani. Hal tersebut dapat terlihat dalam wilayah itu
=

éfnayoritas penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai
= .3

Epetanl.

42]

E Selain itu, desa jug memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk
Q

?mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kata lain desa memiliki
=

§otonomi desa.Widjaja menyebutkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi
9 2]

E_‘yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah,
A

+%]

&,

8

=3

5 2 Yunani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Fiat Justisia Jurnal llmu
=Hukum, Volume 8 No, h. 463.

% Suhartono dkk, Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-
Royong), Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, h. 16.
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§ NI

SHEH @

HECLH E&Sﬂ

o lw epdio

ebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki
esa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah
esatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
engatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
erdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

iakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.* Adapun syarat terbentuknya desa yaitu sebagai berikut.’

a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak
pembentukan.
b. Jumlah penduduk, yaitu:

nery lU‘_IéE')I }_L.IEA% lIE.]B’_l%_.}O KJISIBA}LI[] JIUTe|S] 2}elg

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)

wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;

wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;

wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau
600 kepala keluarga;

wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala
keluarga;

wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,
dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan
Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit
1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga; dan

wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala
keluarga.

Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.

Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai
dengan adat istiadat Desa.

Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya ekonomi pendukung.

Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah
ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota.

Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan public.

* Lihat Pasa